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IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
(Studi Di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)

Rahayu Sulistiowati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Email: rahayu_sulistiowati@yahoo.co.id

ABSTRAK Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah
khususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awal
dibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,
meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangi
kepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyak
menggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOB
tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah,
Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten
Pringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten induk
yaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penclitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yang
diperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindari
berulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.
Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi dan
studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,
pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupaten
Pringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justru
menjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.

Keywords : desentralisasi, otonomi derah, daerah otonomi baru (DOB), pemerintah daerah

THE IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION AND LOCAL AUTONOMY
AT NEW LOCAL AUTONOMY
(Study at Pesawaran Regency and Pringsewu Regency in Lampung Province)

ABSTRACK This research is based on the phenomenon in local government, especially the forming of the new
autonomy region. The result of the research showed that the forming of the new autonomy region wasn’t suitable
with the purposes of the previous plans such as to obtain the prosperity of the development accseleration also to
develop public services. The motivation of forming the new autonomy region at many regions in Indonesia is
mostly based on elites interest. So that the implementation of the new autonomy regions is mostly use political
approach. The ministrer of local affairs also stated that the additional number fo new autonomy regions wasn’t
balanced with the comparisson with the public prosperity and public service. Even about 80 percent of new
outonomy regions were unsuccessfull. This research was conducted in Pesawaran and Pringsewu near South
Lampung and Tanggamus. The results aimed to get the information surroundings that was needed for the creating
the desentralisation and region autonomy also to get rid of the repetition of the bad influences as that was
implemented in other regions. The data collection used in depth and structured interview, focus group discussion
(FGD), observation and documentation. The result of the research showed that there were four functions of
local government such as public service, forming the regulation, conflict management and public empowerment
in Pesawaran, Pringsewu and shown that Pringsewu was better in implementing those four functions of local
government than Pesawaran.

Keywords : decentralisation, region autonomy, new autonomy region, local government

PENDAHULUAN kepada pemerintahan dan masyarakat lokal untuk
Lahimya Daerah Otonom Baru(DOB) dengan S:;i]:figgmkan guna meningkatkan kemaslahatan

segala permasalahannya adalah konsekuensi yang
muncul pasca diterapkannya satu bentuk penye-
lenggaraan pemerintahan yang baru di Indonesia
yang memberikan peran yang lebih besar kepada
pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU No 22
tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (yang kemudian
direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah sebuah
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang
menyangkut pola hubungan antara pemerintahan
nasional dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme
ini pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan
sejak diterapkannya pada Januari 2001 dapat
dikatakan belum menunjukkan hasil yang optimal.
Berbagai perkembangan memang telah muncul
disana sini seperti inovasi yang dilakukan oleh
beberapa pemerintah daerah dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Contoh-contoh pemerintah
daerah yang telah berhasil melaksanakan otonomi
daerah diantaranya adalah kabupaten Sragen,
kabupaten Solok, Kabupaten Jembrana, juga
kabupaten Serdang Bedagai.
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sejak reformasi 1998 masih jauh dari memberikan
manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat
(Bappenas, 2007)

Visi dasar penyelenggaraan otonomi daerah,
seperti dijelaskan dalam bagian awal Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistemewaan dan kekhususan
suatu daerah dalam system Negara K esatuan Republik
Indonesia.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, pe-
merintah daerah memerlukan suatu manajemen
publik yang handal. Manajemen publik merupakan
faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk
mencapai fujuan yang telah ditentukan. Manajemen
publik, menurut Kristiadi (dalam Waluyo, 2007:119),
tak lain adalah upaya suatu organisasi untuk mencapai
tujuannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan
pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan
dan penghidupan warga negara atau masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Kim
(dalam Waluyo, 2007:120), banyak negara melakukan
langkah-langkah reformasi manajemen publik dengan
mendorong tanggung jawab pembuatan keputusan
dari bawah (responsibility for decision making
dowrward), meningkatkan penggunaan sektor privat
untuk memberi pelayanan publik dan konsentrasi
lebih besar pada kualitas pelayanan yang dierikan
kepada warga negara (citizen) sebagai pelanggan.
Pada gilirannya, standar kinerja organisasi publik
akan sama tinggi dengan standar kinerja organisasi
bisnis. Bahkan dengan semakin tingginya tuntutan

dalam pelayanan publik, membuat administrasi
publik bergerak lebih businesslike.

Pemerintah yang baik (good governance), menurut
Gore (dalam Waluyo, 2007:121), adalah pemerintah
yang digerakkan oleh kesadaran baru dan sikap
responsif terhadap pengguna jasa. Lebih lanjut Gore
mengemukakan, untuk mengelola pemerintaha secara
baik, maka perlu diperhatikan empat hal: (a) Mereduksi

“publik” menurut Syafi’ie (2002:11) ada tiga: (1)
umum; (2) negara/pemerintah; dan (3) masyarakat.
Padanan kata “publik” yang tepat dalam bah'asa.
Indonesia adalah “praja=rakyat” sehinggalahirisnlal:t
“pamong praja” yang berarti pemerintah melayani
kepentingan seluruh rakyat. Pelayanan publik dapat
diartikan sebagai kegiatan pemerintah dalam rangka
memenuhi kepentingan seluruh masyarakat, Dengan
demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan
publik: yaitu pertama, penyelenggara pelayanan
yaitu pemerintah; kedua, penerima pelayanan
(pelanggan) yaitu masyarakat, dan ketiga, kepuasan
pelanggan(Depdagri dan LAN, 2007: 31). Rasyid
(2002) dalam berbagai wacana juga mengemukakan
bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan tak
lain adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban
sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya
secara wajar. Pada hakikatnya, pemerintahan adalah
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah
diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk
melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena
itu, dalam pemerintahan modern, pemerintah perlu
didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan
yang diberikannya menjadi semakin baik (the closer
the government, the better it services).

Paradigma kebijakan pelayanan publik di
era otonomi daerah memberikan arah terjadinya
perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan
pemerintahan dari paradigma rule government ke
paradigma good governance. Dengan demikian,
selaku regulator ia harus mengubah pola pikir dan cara
kerjanya agar disesuaikan dengan tujuan pemberian
otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan
pelayanan demi kepuasan masyarakat. Pemerintah
daerah juga harus memberikan kesempatan luas
kepada warga masyarakat untuk mendapatkan
akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan
(Depdagri dan LAN, 2007:32).

Kebijakan pemerintah secara konseptual tidak
terlepas dari sebuah bentuk kebijakan publik.
Menurut Derbyshire, (1974) dalam Wahab (2007:8)
“ kebijakan publik merupakan sekumpulan kegiatan
yang dimaksudkan untuk memberi efek perbaikan
terhadap kondisi-kondisi social ekonomi. :
William Dunn (1981:4) menyatakan kebijakan publik
adalah serangkaian pilihan atau tindakan pemerintah
(termasuk  pilihan untuk tidak bertindak) guna
kehidupan masyarakat. Kemudian W. I Jenkis dalam
Solichin Abdul Wahab (2007 - 4) merumuskan
kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan
yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor
politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta
cara-cara unfuk mencapainya dalam suatu situasi
B dﬂm.msan l.cepumsan Pmmlml
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(Studi i Kabupaten
Indonesia dewasa ini  mengakibatkan muymkli
kebijakan.

harus terlibat dalam proses pembuatan
berikan ruang

bagi partisipasi masyarakat dalam poficy .
dasar pemerintah daerah berikutnya ldnlnh

Fungs
manajemen konflik Bagaimana pemerintah da
mampu mengelola konflik baik vertikal maupun
horizontal dengan baik. Konﬂikbilmyatimbul dulup
organisasi sebagai hasil adanya masalah komunikasi.
Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan
atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Konflik
organisasi ( organizational conflict ) adalah ketidak
sesuaian antara dua atau lebih anggota — anggota atau
kelompok ~ kelompok organisasi yang timbul karena
adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi
sumber daya - sumber daya yang terbatas atau
kegiatan — kegiatan kerja dan atau karena kenyataan
bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan,
nilai atau persepsi. Konflik adalah suatu pertentangan
yang tefjadi antara apa yang diharapkan oleh
seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi
dengan kenyataan apa yang diharapkannya.

Salsh satu poin penting bagi upaya mendukung
proses democratic desentralized governance adalah
pelibatan elemen masyarakat dalam wilayah yang
selama ini menjadi ranah yang didominasi pemerintah
daerah Hal ini akan menggeser pemahaman kekuasaan
yang elitis dan eksklusif menjadi sebuah konsep yang
contested dan layak diperebutkan (Pease, 2002).
Walaupun demikian, hal ini tidak dapat dijadikan
dasar bagi pemerintah untuk menunda transfer of
power tersebut, karena masyarakat akan memintanya
bahkan kalau perlu merebutnya. Sebaliknya apabila
dilakukan melalui serangkaian proses yang matang,
hal ini justru mampu menciptakan situasi politik yang
lebih demokratis. Dalam kerangka inilah Empowered
participatory Governance (EPG) menjadi salah satu
alternatif bagi perwujudan nilai-nilai demokratis
di tingkat lokal. EPG memberikan tugas kepada
pemerintah untuk melakukan proses transfer dari
pemerintahan yang punya otoritas penuh dalam
pengambilan kebijakan kepada upaya memfasilitasi
masyarakat untuk berperan dalam penentuan kebijakan.

METODE

Otonomi Boru (Dob)
wii Provinsi Lampung)

data sekunder yang diambil dari berbaga ;mbm:"p

matertal (literatur) yang terkait dengan moniqy;,. ¢

evaluasi dalam kerangka desentralisasi dan md'“ﬂ da

berupa teori pustaka, statistik, hasil moni[o,ia'b
evaluasi, dokumen resmi lembaga lain, hasil pe::g_(?an
lembaga lain, dan lain-lain yang terkait delltmn

desentralisasi dan otda. Data juga dikumpulkaen n

usat Pemerintahan Provinsi Lampung, Kabt:] dari

Pesawaran maupun Kabupaten Pringsewu, Sveiajpa-t !

data yang dikumpulkan juga mencakup daty i

yang diperoleh melalui: (a) Wawancara ber.v.m,LIller

dan in depth interview yang meliputi . p, e

Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran, Dinas Dy,

~ memberikan layanan dasar pada masyamrh
yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan seria Dina?

Fembangunan Masyarakat (PMD), Anggota Dby,

yang membidangi masalah Otonomi Daerah iy,

masalah pembangunan; beberapa tokoh masyaraki i

dua kabupaten tersebut (b) Observasi (pengamaa,

langsung), (c) Focus Group Discussion (FGD) adapuy
informan dalam FGD ini meliputi unsur-unsur yang
mewaki]i pmel'intah kabupatell, Bebe!‘apa Wah]
dari Dinas Daerah yang memberikan layanan dasar
kepada masyarakat, anggota DPRD, akademisi, LSM/

NGO, wakil dari media, serta babarapa tokoh

masyarakat . Selanjutnya untuk men-check validitas

data, dilakukanlah trianggulasi data yang mencakup:

(a) Membandingkan data  hasil  pengamatan

dengan hasil wawancara, (b) Membandingkan data

berdasarkan pendapat umum dengan data pribadi;

(¢) Membandingkan pendapat orang tentang situasi

penelitian dengan situasi sepanjang wakiu, (d)

Membandingkan prespektif seseorang dengan berbagai

pandangan orang lain; (e) serta membandingkan hasil

wawancara dengan dokumen.

Analisis data dilakukan dengan menggunakin
metode analisis data kualitatif. yang dilakukan
melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian
data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan
kesimpulan.

(a) Reduksi data berarti proses pemilihan, pemusatct
pﬁhaﬁm pada peﬂyederhaﬂﬂﬂn, pengabmksmﬂ;
dan transformasi data “kasar” yang MU
dalam keseluruhan pengumpulan data Reduks!

data bukanlah merupakan hal yang ‘P

dari analisis data, melainkan merupakan b2

dari analisis data. Dalam proses ini data Y3
terkumpul diklasifikasikan sesuai denge datd
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(Studi D1 Kabupaten Pesawaran

yang berimbang. Implikasi dari Kondisi tersebut
tentunya mengganggu tahapan proses pembangunan
di Kabupaten Pesawaran, khususnya dalam hal
penyusunan anggaran pembangunan daerah yang
termuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Konsekuensinya pembangunan  terhambat  dan
masyarakat yang dirugikan

Kondisi berbeda ditemukan di lokasi penelitian
yang kedua yaitu di kabupaten Pringsewu. Berdasarkan
hasil wawancara dan observasi, hubungan antara
legislatif dan eksekutif yang relatif harmonis sebagai
mitra kerja sangat mendukung kelancaran pembuatan
kebijakan di Kabupaten ini. Sejak pelantikan resmi
bupati/wakil bupati pada 23 November 2011 tidak
pernah ada konflik pemda dan DPRD, bahkan sidang-
sidang selalu quorum dan menghasilkan kebijakan
yang telah diagendakan berdasarkan usulan dari
eksekutif. Namun demikian dari hasil wawancara
dengan salah seorang anggota DPRD diakui bahwa
produk  kebijakan yang pro rakyat hasil inisiatif
DPRD belum sepenuhnya terwujud, tetapi diupayakan
akan menuju ke arah tersebut yaitu legislatif dapat
menghasilkan produk Kkebijakan yang pro rakyat
seperti Perda Peredaran Miras dan beberapa rancangan
Perda baru yang akan mengatur berbagai aspek untuk
kesejahteraan masyarakat.

Manajemen Konflik

Salah satu persoalan pembangunan yang me-
ngemuka saat ini terutama sejak otonomi daerah
digulirkan adalah menguatnya gejala konflik, baik
konflik yang bersifat horizontal maupun konflik yang
bersifat vertikal. Konflik yang muncul mengakibatkan
kekerasan di berbagai tempat di Indonesia. Banyak
penyalahgunaan peralatan, sarana dan prasarana, bahkan
senjata yang mengakibatkan cedera bahkan kehilangan
nyawa di kalangan masyarakat. Ada banyak caci
maki serta hujatan yang mewarnai kegiatan-kegiatan
demonstrasi yang dilakukan masyarakat, sehingga
mengarah pada tindakan kekerasan/kerusuhan.

Kekerasan-kekerasan dan kerusuhan di Indonesia
menjadi sesuatu yang sangat biasa. Hampir tiap hari
terdapat berita di media yang melaporkan adanya
kekerasan dan kerusuhan di masyarakat. Menurut
Ind alah

(Ruhoyu Sulistiowati)

Horizontal antara Bupati dengan DPRD; dan (3)
Konflik Kepala daerah dengan Wakil Kepala Dacrapy,
Terkait dengan pemilihan pola konflik yang terjadi g
daerah-daerah hasil pemekaran dan kecenderunggy,
di era desentralisasi yaitu: perfama, pola hubungay,
kepala daerah (Bupati) dengan _G’uh.cmur yang
cenderung tidak harmonis. Kondisi inilah yang
terjadi di  Kabupaten Pesawaran lebih kurang
satu tahun terakhir yang tidak harmonis dengap
Gubernur Lampung. Fenomena ini tidak hanyy
terjadi pada Kabupaten Pesawaran, tetapi terjadi di
hampir semua kabupaten/kota. Beberapa faktor yang
mempengaruhinya adalah: (1) pemahaman tentang
struktur pemerintahan, di mana banyak kepala
daerah yang memposisikan bahwa gubernur adalah
perpanjangan tangan pemerintah pusat yang tidak
memiliki hubungan hirarkis; (2) Pemahaman masing-
masing kepala daerah tentang konsep ekonomi dan
pembangunan daerah yang menempatkan aspek
integrasi pembangunan merupakan bagian dari
pemebentukan struktur organisasi pemerintahan;
dan (3) adanya persaingan politik di daerah yang
tidak sehat, mulai dari persaingan antar partai hingga
persaingan atau konflik golongan/ kelompok bahkan
keluarga. Beberapa uraian di atas merupakan bagian
dari faktor yang mempengaruhi hubungan masing-
masing tingkatan organisasi di masyarakat. Kedua,
konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD. Pola
konflik ini terjadi pasca proses pilkada pertama
di Kabupaten Pesawaran, Bupati terpilih yang di
usung dan dukung oleh Demokrat, PKB, PKPB,
PPP, dan PBB menang dalam pilkada sebanyak
30,50% suara. Meskipun secara konstitusional sudah
memenangi pilkada, namun perolehan suara tersebut
merupakan perolehan suara minimum. dimana batas
minimum memenangkan pilkada adalah 30% suara.
Hasil tersebut dari aspek politik tentunya kurang
menguntungkan, karena dari hasil tersebut legitimasi
politiknya kurang maksimal.

~Lebih jauh untuk melihat posisi tawar Bupati
di DPRD dapat _-djli!:_at dari jumlah kursi partai
pengusung di DPRD untuk mendukung pilihan-
pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Bupati.
Minimnya dukungan politik yang dimiliki Bupati.
menyebabkan kepala daerah akan sulit dalam

isi demikian maka kepala
an transaksi politik agar

ngan Kondisi Kabupaten Pesawaran
adi tidak jauh berbeda dengan kondisi

selalu diwarnai dengan
an kewenangan, sehingga
erbahas dan masyarakat

1 menuntut

ek yang diduga
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vokator kerusukan antara pemuda
aung di Kawasan tersebut, polisi juga
qahanan ini adalah scorang yang sering
Jam aksi pencurian dan pemerasan. Issue
. _ di masyarakat adalah bahwa tahanan
YIS B niava polisi. Masyarakat yang merasa
‘_;wl d:::::u;;p:: pe-rlnkuan tidak adil r?ari polisi
. _m_ dﬂ'll ;.mrjadilah aksi pembakaran Polsek tersebut.
ﬂ“‘ it hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat

garys" DPRD  Pesawaran bahwa Konflik
s ymg terjadi di Kecamatan Padang

i p,nyglesaiannya mengunakan hukum adat
. diwakili oleh ketua-ketua adat yang dijembatani
anggﬂm kepolisian. Hal ini dirasakan lebih
_in keadilan dan lebih memiliki kekuatan
bandingkan hukum nasional yang cenderung
no berpihak. Hal ini discbabkan karena
ukum adat merupakan kesepakatan bersama dari
- acvarakat setempat yang telah mempertimbangkan
individu,

A

sentingan-kepentingan  masyarakat,
maupun pihak yang bertikai.
* Pasca pelantikan Bupati dan wakil* bupati
ilih di kabupaten Pringsewu, tidak pernah terjadi
Wbﬁk vertikal maupun horizontal. Lembaga
W dan legislatif bekerjasama dengan baik dan
enjalankan tugasnya masing-masing serta sebagai
g&a kerja bersinergi bekerja untuk masyarakat.
mda terlihat sangat responsif dan antisipatif ,
contoh ketika ada kerusuhan di kabupaten
seperti Lampung Selatan dan Lampung Tengah
berdampak pada kerugian hingga milyaran
h hanya gara-gara kasus kriminal biasa dan
hpahaman antar warga, menjadi sebuah ke-
rusuhan dengan skala besar dan meningkat menjadi
| than antar etnis. Hal tersebut sangat disyangkan
Pemda Kabupaten Pringsewu pasca kerusuhan
i dua kabupaten tersebut kemudian mengumpulkan

t relatif tidak nampak walaupun se-
a masyarakatnya sangat heterogen baik
agama ma
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penyebab terjadinya konflik antara lain: (1) terdapat
perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih, (2)
mempertahankan egonya masing-masing sehingga
tidak terdapat kata sepakat, (3) ketidakpercayaan
masing-masing pihak terhadap pihak lain, (4) terjadi
Kesalahpahaman antara kedua pihak, (5) penyelesaian
masalah dilakukan secara sepihak tidak berdasarkan
musyawarah mufakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif
mana kala infrastruktur demokrasi yang ada mampu
berjalan secara mandiri. Infrastruktur tersebut
diantaranya meliputi, partai politik lokal, Ornop
local (NGOs), pers lokal, universitas lokal dan
polisi daerah. Memang tidak semua daerah memiliki
kelima unsur tersebut, namun minimal adanya
partai politik lokal atau partai yang ada di daerah,
mampu berjalan secara fungsional dalam arti mampu
memperdayakan dirinya. Selain itu adanya organisasi
non pemerintah (Ornop) yang independen seperti
Ormas, LSM maupun kelompok-kelompok sukarela
yang mencoba memberi penguatan pada masyarakat
serta melakukan pengawalan/pengontrolan pada
pemerintahan. Disamping itu pers sangat strategis
dalam turut membentuk tercapaianya pemberdayaan
masyarakat.

Dalam era otonomi daerah pemerintah dacrah yang
paling dekat dengan rakyat, ialah pemerintah desa. Oleh
karena itu upaya untuk memperdayakan pemerintah
desa merupakan hal yang harus dilakukan terlebih
dahulu sebelum, melakukan pemberdayaan masyarakat.
Yang perlu didasari oleh pemerintah dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat bagaimana menciptakan
suatu kondisi lingkungan birokrasi pemerintahan
yang mudah dijangkau atau diakses oleh masyarakat
terutama mereka yang hidup dalam kondisi serba
miskin. Mereka yang miskin bukanlah orang yang tidak
mempunyai suatu apapun, akan tetapi berada dalam
serba keterbatasan, baik ekonomi (modal), pengetahuan
(akses) terhadap modal, pasar dan sebagainya, sehingga
sulit untuk mengembangkan dirinya.

Dengan demikian apabila pemberdayaan masyarakat
berhasil dijalankan, maka akan memperkokoh ke-
mandirian daerah baik secara politik, ekonomi,
dan budaya kekokohan dalam tiga bidang tersebut,
akan mampu menangkal dan bersaing tinggi dalam
menghadapi  gemburan globalisasi ekonomi dunia
yang digerakkan oleh semangat kapitalisme-liberal.
Di mana kekokohan daerah akan menopang bagi
sroses pengkukuhan wilayah dan proses kehidupan ber
berbangsa dan bernegara.
~ Untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Pesawaran masih sangat terbatas baik secara kuantitas
n kualitasnya. Sejauh ini yang sudah di-lakuakan
tinadalahMusrebangKabupaten. Pemberdayaan
dimaksud adalah memberikan kesempatan
‘masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif
proses pembangunan dengan mengikuti
n musbang kelurahan dilanjutkan dengan
ang kecamatan dan terakhir musrenbang
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Implementasi Desentralisasi Dan Oton
(St D1 Kabupaten Pesawaran Dan

-

ami Daerah Pada. Daerah Otonomi Baru (Dob)
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)

(Rahayu Sulistiowati)

Kabupaten. Dalam program ini, masyarakat diberikan
ke_l'-'lfmsnan untuk mengusulkan program-program
priantas untuk mengatasi permasalahan masyarakat
secara umum dan memperluas pengembangan apabila
onientasi kedepan untuk memandirikan masyarakat.

Kabupaten Pesawaran mempunyai wilayah hutan

mangrove terutama di Kecamatan Punduh Pidada dan
Padang Cermin, Salah satu kegiatan pemberdayaan
masyarakat secara umum berupa kegiatan pening-
Ratan  partisipasi masyarakat dalam pelestarian
mangrove dilakukan secara bertahap, baik dengan
program fisik maupun dengan progran non fisik. Hal
ini dilakukan berdasarkan pada karakter masyarakat
yang selalu ingin mendapatkan manfaat langsung
dan secepat mungkin. Tujuan dari program ini
m:'!alah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
di desa binaan, melalui program fisik (beternak itik,
budidaya empang paluh alam, pengolahan hasil
perikanan. pembuatan gula nipah, budidaya ikan
lele dumbo, budidaya udang windu), meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove,
meningkatkan produktivitas kawasan mangrove,
mempertahankan garis pantai dan mencegah timbul-
nya abrasi pantai, meningkatkan kemampuan dan
keterampilan masyarakat dalam teknik pengo-
lahan hasil perikanan, pembuatan gula nipah, serta
mendorong peran kelembagaan yang telah ada
(LKMD, Karang Taruna, Organisasi Pemuda) dalam
memobilisasi masyarakat untuk berperan serta dalam
pelestarian hutan.

Menurut hasil penelitan dari Eva Septriana, 2012
bahwa masyarakat di wilayah hutan mangrove telah
dilibatkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat, program yang dilakukan
termasuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui
pembuatan industri rumahtangga berbahan dasar
pohon mangrove. Hanya saja ternyata keterlibatan
pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder
dalam program ini ternyata belum begitu maksimal.
Hal ini sangat disayangkan mengingat salah satu
program yang digadang-gadang oleh Pemda pesawaran
adalah memperkuat wilayah pesisir dengan melibatkan
seluruh masyarakat pesisir lewat program-program
pemberdayaan eckonomi masyarakat.

Upaya untuk melakukan pemberdayaan tersebut
' uka rakyat te

d:

didapatkan informasi bahwa sesuai dengan karak.
teristik masyarakat Pringsewu, dibagi menjad;
3 yaitu pegunungan, lembah, dan perkotaan,
Maka kemudian sektor yang dikembangkan ungyk
meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dengap
budidaya perkebunan/pertanian, perikanan serta sekior
jasadan perdagangan. Untuk perkebunan, dikembangkan
usaha agribisnis coklat dan pemda telah mengirim
masyarakat di sentra perkebunan coklat untuk belajar
cara pembuatan dan pemasaran coklat “Monggo” g
Jawa dan bahkan masyarakat dikirim untuk belajar
hasil budidaya pertanian dan perkebunan di luar negeri,
Demikian juga masyarakat di wilayah sentra perikanan
seperti di kecamatan Pagelaran juga dilatih serta dikirim
ke daerah lain di Indonesia serta ke luar negeri seperti
Malaysia dan Singapura untuk mempelajari kemajuan
perikanan dan menerapkannya di wilayah Pagelaran
dintaranya budidaya lele asap. Sementara itu sentra
jasa dan perdagangan ada di wilayah Kota Pringsewu,
yang juga menjadi pusat pendidikan, bahkan ada
program pendirian kampung bahasa Inggris, Kampung
bahasa Arab, dan kampung bahasa Mandarin.(Hasil
wawancara)

Dalam pemberdayaan masyarakat yang perlu
diperhatikan agar efektifitas kegiatan dapat berjalan
dengan baik, maka harus tepat sasaran dalam arti
mereka yang benar-benar berada di lapisan bawah
(grassroot), ruang lingkupnya berada pada tingkat
lokal. Oleh karena itu perlu kiranya menengok
kembali beberapa hal yang terkait dengan potensi
lokal yang ada baik menyangkut SDA, SDM,
Infrastruktur, dan kelembagaan dalam suatu sistem
jaringan. Sistem jaringan di sinergikan untuk saling
memperkuat baik secara vertikal (dalam alur produksi
dan hirarkhi kelembagaan) maupun secara horizontal
(dalam mobilitas SDM dan barang serta jasa yang
terpadu dan berdampak berantai secara maksimal).

Dengan adanya pemberdayaan maka seorang yang
berada di lapisan bawah akan bisa terangkat derajatnya
sehingga bisa memunculkan suatu masyarakat baru
kelas menengah. Kendati demikian karena sebagaimana
keadaan masyarakat miskin yang hidup dalam keserba-
kekurangan baik secara ekonomi, politik, maupun pe-
ngetahuan, maka upaya untuk mendefisinikan kebutuhan
dan keperluannya terkadang tidak sepenuhnya mampu
ditangkap secara utuh dan sistimastis. Sehingga dari
sini bisa dikatakan bahwa pada masyarakat miskin perlu
adanya bantuan orang/pihak lain untuk merumuskan

' -Keperluan dan kebutuhannya yang
kemajuan (enabler).
masyarakat tersebut akan efektif
ala dilakukan bersama-sama antara masyarakat
ara transparan dan bertanggungjawab.
rah melalui sumber daya yang
ntut untuk melaksanakan misi
yarakat. Hal ini dilakukan agar
! ~mempersiapkan dirinya sendiri
berdaya dalam arti mampu bersaing,
S ~ baik dalam menghadap!
maupun internasional
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